BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA (IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 vyang
dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan
Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Indikator Kinera Utama (IKU) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong
Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);



10.

L

12,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisterm  Perencanaan  Pembangunan — Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014  tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemantauan dan Ewvaluasi Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4578},
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Memperhatikan

Menetapkan

13.

14,

15.

16.

17.

18,

l.

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Pedoman Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48171;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833),;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-
2021



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong,

Bupati adalah Bupati Lebong.

Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebong.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
Lebong.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
sistem perencanaan vang disusun dengan tujuan
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan 5 (lima) tahun;

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara
kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa
yvang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah
tercapai,

Indikator Kinerja Utama wang selanjutnya disebut
IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan  dari  instansi  pemerintah  vang
bersangkutan; dan

Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebong
Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN

(1)

JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)
Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ([KU RPJMD) Kabupaten
Lebong Tahun  2016-2021 adalah dokumen
perencanaan  pembangunan daerah  Kabupaten
Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk
kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran
dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun
2016-2021.
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(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten
Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong dalam merencanakan
program kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(IKU RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

ZLBUPATI LEBONG, g

—

¢ H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 26 quii 2018

SEEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 40

 DEYERINTA KABUPATEN LEBONG
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Lampiran Peraturan Bupati Lebong
MNomor 44 Tahun 2018
Tanggal 3¢ Jul 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (IKU RPJMD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

sy s

publik melalui tata
kelols pemerintaha
vang balk

Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

e T man —wSwraroeT— "~ arget Caj
. Tujuas s . DndlkatorKinega  |Satuan) pat | 2017 | 2018 | 2019 | 3020 | 2021
I: Meningkatian Knalitas Bumber Daya Manusia ; W_
Meningkatlan Derajat  |Meningleatnya Indeks Pembangunan Manusia (TIPM) -
SDM yang berbudaya, |pelayanan dan kualitas shela 64.72 66.90 68.90 70.90 72.90 2.90
berilmu, berkerampilan |SDM -
AR Berilira aslig Tingkat Pengangguran Terbula o, 387 317 297 e 287 257
I : Mewujudksn sarana dan presarana infrasruktnr dan aksesibiltas pelayanan publik yang baik :
Meningkatlan Meningkainya Indeles Kepuasan Masyarakar [[KM) Bidang predikat NA MNA MNA C (o]l B
Infrastruktur kuantitas dan kualitas |Layanan Infrastrukstur
Penunjang Kehidupan  |infrastruktur dasar
dan Mobilitas vang merala
Masyaralcat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bid ) C (8l B B A A
Layanan %ﬂw&k = 4 B predikeat
(MiEsi 11 : Mewnjudkan tata kelola pemerintahan yang baik barbasis IFTEK . :
Meningkatnya layanan | Meningkatnya Kualitas |[Opind atas Laporan Keuangan Pemerintah Dacreh | predikat WLP WTP wTP WTP WTP WTF




p—

w”. ; e e s i, atia _:._I-M—n 2017 2018 | 2019 2020 2031 .
Meningkatnya lavanan |Meningkatnys tate Predilkat SAKIP nilai B cC B B B JE
ublik melalu tata rintahan yang -
Wn_npm ﬂnﬁnﬂ.ﬂ.nmbmh ﬁﬂmﬂhﬂ bersih Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 1 1 2 a 3 3
vang baik Peningkatan Kapabilitas AFIP level 1 1 2 3 3 3
Kinerja Penyelenggarann Pemerintah Daerah status Sedang Tinggi Tinggi Tinggl Sangat Sangat
Titgs Titggi
Anugerah Pangripta Nusantara [ Penghargaan peringkat| [i{tingkat | Iitnglkat | V (ringlat | 100 {tingkat | 111 {tingkat | 01 [tingket
Pembangunan Daerah provinsi) provingi) | nasional] | nasional) | nasional] | nasional)
Indeks Survel Internal Integritas Organisasi predikat MNA A MNa B A o
Indeks Reformasi Birokorasi predikat NA HA MA B A A
Peraetitase Kepatuhan LHKFN dan LHEASN % &0 BO &0 a5 100 100
Indeks Keterbukaan [nformasi skor MA NA MNA 5 7 9
Meningkatnya Fungsi  |Indeks Sistet Pernerintahan Berbasis Elektronik level MNA NA NA 2 2 3
kesekretariatan dan
pengembangan lembaga
HH.HHMM.__.” Hﬂrm:n dan |ndeks Manajemen Kearsipan level NA MA MNA 2 ] 3
efigiet




T—.EHE%E pengelolaan SDA yang berdays saing serta berwawasan lingkungan

|Optimalisasi Potensi Meninglkamya Pertumbuhean Ekonomi %o
Sumber Daya Alam pertumbuhan ekotomi
Unggulan Daerah daerah 5.21 53 54 5.5 [ 6

Taman C ol Busuran : e B .u.EJ.. uﬂﬂ._a- | g0y 3018 | 2019 |

2021

m .g

Optimaligasi Potensi Pengelolaan potens Indeks Pembangunan Kebudayaarn skala NA MNA NA C
Bumber Daya Alam sumber budaya

Unggulan Daerah berbasis kelestarian
dan kemasyarakatan

Mewujudkan daya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup e MHA NA A a0 90 a0
dukung linglungan
Hn_.ﬁmau_u m_num#m,mhm.ﬂﬁ
permbangutiat

Meninglkainya Penataan |Ketaatan terhadap RTEW T MA MA 100 100 100 100
Kawasan daerah sesuai
ETRW dan Peraturan

perundang-undangan
lainya

e s




[l V : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 1 T

Meningkatkan kualitas |Meningkatnya Tingkat Kemiskinan

SDM kesejahieraan Yo 12.32 11.50 11.30 10.80 9.00 9.00
masyarakat
Peran serte masyarakat [Indeks pemberdayasn gender (106G) skala 7701 7891 7991 850,91 8191 82,41
dalam pembangunan  |Indels Pembanganan Gender (IPG) skala 91.11 9161 92,11 92.61 93.11 9361

7“BUPATI LEBONG, \ :

Diundangkan di Tubei
pada tangggh, 46 Juli 2018

SBEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 40
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